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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Terori Efektivitas Hukum
Efektivitas hukum mengkaji tentang kaidah hukum yang berlaku secara 
yuridis, sosiologis dan filosofis, efektivitas hukum dalam masyarakat pada 
dasarnya membicarakan mengenai daya kerja hukum tersebut dalam mengatur 
masyarakat untuk taat pada hukum. Oleh karena itu ada 4 faktor yang 
mempengaruhi hukum agar berfungsi dalam masyarakat, yakni : 
a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum;
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan.17
Artinya pencapaian dari keefektivitasan suatu hukum dapat dilihat dari
kesinambungan dari undang-undangnya apakah sudah jelas perumusan 
didalamnya, dari penegak hukumnya dalam menerapkan serta melaksanakan apa 
yang tertuang dan diamanatkan dalam undang-undang itu, serta support dari 
17  Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 8. 
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masyarakatnya sendiri untuk turut andil menaati atau patuh terhadap undang-
undang. 
Sehingga menurut penulis, efektivitas suatu hukum agar dapat berjalan 
dengan baik atau berjalan sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang, harus 
ada peraturan (undang-undang) yang mengatur secara tegas, ada para penegak 
hukum (penguasa) yang dapat menjalankan tugas dan fungsinya (kekuasaannya) 
sesuai apa yang diamanatkan undang-undang, serta ada masyarakat(Ibi ius ibi 
societas), karena ketika seseorang berteriak dan berbicara mengenai hak maka 
sesungguhnya dia berbicara mengenai hukum. Ada sebuah ungkapan yang 
mengatakan bahwa hukum dengan kekuasaan tidak dapat dipisahkan, tapi 
memiliki perbedaan, kekuasaan tanpa hukum adalah kedzaliman, sedang hukum 
tanpa kekuasaan adalah angan-angan. 
Penegakan hukum di Indonesia agar memenuhi aspek moral dan keadilan 
hendaklah dikaitkan dengan 3 (tiga) faktor dari sistem hukum sebagaimana yang 
diutarakan oleh Lawrence M.Friedman tentang tiga unsur sistem hukum (three 
elements of legal system) yaitu : 18 
1. Struktur (Structure) 
Hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau 
tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan 
oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang 
mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup 
                                                          
18 M. Friedman, Lawrence. The Legal System. A Social Science Perspective, (New York: 
Russel Sage Foundation, 1986), hal.17. 
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hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab 
undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil 
Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan 
perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo 
Sexon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan 
peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini 
mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. 
2. Substansi (Substance) 
Disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya 
hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 
Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan 
Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh 
undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 
terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. 
Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et pereat mundus”meskipun 
dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak 
bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. 
Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung 
dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. 
Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum 
tidak berjalan sebagaimana mestinya. 
3. Kultur/Budaya hukum (Legal Culture) 
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Adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, 
nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial 
dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, 
atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum 
masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta 
budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai 
hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap 
hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara 
tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. 
Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan 
dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja 
yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta 
memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. 
Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum tidak dapat bekerja sendiri 
karena hukum tidak dibuat dari pabrik yang langsung dapat bekerja begitu saja, 
melainkan perlu beberapa langkah untuk dijalankan dan bekerja.19 Ada 4 yang 
dapat diupayakan agar hukum itu dapat berfungsi dan bekerja secara efektif, yakni 
adanya aparat penegak hukum; ada masyarakat yang melakukan perbuatan hukum; 
masyarakat itu mengetahui peraturan itu (hukum); masyarakat sebagai subjek 
ataupun objek dari hukum dan bersedia berbuat sesuai aturan hukum.20 
                                                          
19 Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, halaman 70. 
20 Ibid, halaman 72. 
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Penulis menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto 
untuk pisau tajam menganalisa suatu kefektivitasan hukum, yakni: 
A.1   Kaidah Hukum (undang-undang) 
Ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah : 1) Peraturan yang ada 
mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis. 2) Peraturan 
yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara 
hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan. 3) Secara kualitatif dan kuantitatif 
peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah 
mencukupi. 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan 
persyaratan yuridis yang ada.21 
A.2   Petugas atau penegak hukum 
Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum 
tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya 
aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan 
baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional 
dan mempunyai mental yang baik.  
Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap 
efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal 
berikut : 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada. 
2) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan. 3) Teladan 
macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat. 4) Sampai 
                                                          
21 Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Bina Cipta:Bandung, halaman 80. 
23 
 
sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada 
petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.22 
A.3   Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum 
Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat 
pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud 
adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai 
efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan 
dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas 
elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas 
memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran 
tugastugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.23 
Memang sering banyak terjadi peraturan sudah berfungsi namun peralatan 
atau fasilitasnya lah yang kurang memadai atau bahkan belum ada. Yang dapat 
menjadi patokannya adalah fasilitas atau sarana yang sudah ada dipelihara agar 
terus dapat berfungsi; sarana atau fasilitas yang belum ada, maka perlu pengadaan 
dengan melihat jangka waktunya; sarana atau fasilitas yang kurang segera 
dilengkapi; sarana atau fasilitas yang rusak perlu diperbaiki atau diganti; sarana 
atau fasilitas yang telah mundur ditingkatkan.  
A.4   Warga Masyarakat 
Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi 
masyarakat, yaitu: 1) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan 
                                                          
22 Ibid, halaman 82. 
23 Loc.Cit. 
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walaupun peraturan yang baik. 2) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi 
peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa. 3) 
Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat 
berwibawa serta fasilitas mencukupi. Elemen tersebut di atas memberikan 
pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi 
yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang 
menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling 
tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara 
individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu 
parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan 
kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik 
yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. 
B. Tinjauan umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
B.1   Sifat Melawan Hukum 
Yang menjadi perhatian ketika membahas hukum pidana adalah perbuatan 
yang bersifat melawan hukum. Perbuatan inilah yang dapat diancam dengan 
pidana. Tolak ukur bahwa perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum 
apabila, yang pertama, perbuatan tersebut telah nyata melanggar undang-undang 
sebab hukum adalah undang-undang, pendirian inilah yang dinamakan pendirian 
formil. Sedangkan yang kedua ialah sebaliknya, hukum bukanlah undang-undang 
saja, melainkan pengakuan dari hukum tidak tertulis pula, yakni norma-norma 
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yang hidup didalam masyarakat, pendirian inilah yang dinamakan pendirian 
materil.24 
Dalam konteks hukum pidana dikenal dua jenis teori mengenai sifat 
melawan hukum, yakni : 
B.1.a   Sifat Melawan Hukum Formil 
Dalam ajaran ini dikatakan bahwa suatu perbuatan dikatan “Melawan 
Hukum” apabila telah dirumuskan oleh undang-undang sebagai perbuatan yang 
diancam pidana, sedangkan perbuatan tidak dapat dikatakan “Melawan Hukum” 
apabila tidak secara eksplisit dirumuskan dalam undang-undang sekalipun 
perbuatan tersebut merugikan masyarakat. Perefleksian dari pernyataan ini dalam 
hukum pidana di Indonesia diatur dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP).25  
Artinya perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum 
ketika telah dirumuskan secara tertulis dalam undang-undang, dan perbuatan tidak 
dapat dikatakan melawan hukum apabila tidak dirumuskan atau tidak dituliskan 
didalam undang-undang meskipun perbuatan tersebut melanggar dan merugikan 
masyarakat. 
Ajaran ini juga mengandung pemahaman, bahwa hal yang dapat 
menghapus sifat melawan hukum adalah undang-undang itu sendiri. Artinya 
meskipun perbuatan tersebut di dalam masyarakat dianggap tidak bertentangan 
dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, namun secara nyata (formil) 
                                                          
24  Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi revisi), Rineka Cipta:Jakarta, 
halaman 140-141. 
25 Tongat, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, 
UMM Press:Malang , halaman 174. 
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perbuatan itu diatur didalam undang-undang maka tetap perbuatan tersebut 
dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.26 
B.1.b   Sifat Melawan Hukum Materil 
Menurut ajaran ini sifat melawan hukumnya perbuatan itu tidak hanya 
didasarkan pada undang-undang saja atau hukum tertulis saja, tetapi harus dengan 
asas-asas hukum yang tidak tertulis. Melawan hukum berarti 
melawan/bertentangan dengan undang-undang maupun hukum yang tidak tertulis 
(nilai-nilai) yang hidup dalam masyarakat yaitu tata susila, nilai kepatutan, nilai 
moral, nilai agama dan sebagainya.27 
Hemat penulis, perbuatan melawan hukum materil tidak berdasar hukum 
tertulis saja, melainkan hukum tidak tertulis (living law) yang ada didalam 
masyarakat juga diakui sebagai dasar penentuan perbuatan tersebut dianggap 
melawan hukum ataukah tidak. 
Sifat melawan hukum materil dibagi lagi menjadi 2, yakni :28 
a) Sifat melawan hukum materil dalam fungsi yang negatif. Artinya nilai-nilai 
yang ada didalam masyarakat dianggap dapat menghapus (menegatifkan) 
sifat melawan hukum yang telah dirumuskan oleh undang-undang. 
b) Sifat melawan hukum materil dalam fungsi yang positif. Artinya nilai-nilai 
yang ada didalam masyarakat dianggap dan diakui sebagai sumber hukum 
positif. 
 
                                                          
26 Ibid, halaman 176. 
27 Ibid. 
28 Ibid, halaman 179-182. 
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B.2  Teori Penanggulangan Kejahatan 
Penanggulangan merupakan suatu upaya dalam mengusahakan 
pengamanan, kesejahteraan hidup, dan penguasaan sesuai hak-hak asasi manusia 
yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta maupun sebuah lembaga. 29 
Penanggulangan diperlukan guna mencegah dan menindak suatu kejahatan. 
Kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan orang lain, negar,  
maupun masyarakat, dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga 
penanggulangan kejahatan adalah segala upaya yang dilakukan oleh masyarakat 
maupun pemerintah untuk mencegah dan menindak kejahatan. Berbagai program 
pemerintah telah dilakukan secara terus menerus sambil menemukan cara paling 
efektif untuk meminimalisir kejahatan. 
B.2.a   Upaya Preventif (Pencegahan) 
Upaya Preventif atau disebut dengan non penal merupakan pencegahan 
agar tidak sampai terjadinya suatu kejahatan ataupun pelanggaran. Sehingga 
upaya ini dapat digunakan untuk meminimalisir tindak pidana yang dilakukan 
oleh masyarakat. 30 
Metode  yang dapat dilakukan dalam mencegah suatu kejahatan adalah 
dengan 2 cara, yang pertama dengan metode mencegah kejahatan untuk pertama 
                                                          
29  Barda Nawawi Arif, 2008, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan HP dalam 
Penanggu-langan Kejahatan, Kencana Prenada Group: Jakarta, halaman 49. 
30  Ibid, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan HP dalam Penanggu-langan 
Kejahatan, halaman 55. 
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kalinya, yang kedua metode untuk mencegah melakukan pengulangan suatu 
tindak pidana yang pernah dilakukan yang dapat dilakukan dengan cara 
pembinaan.31 
Sedangkan upaya-upaya yang dapat dilakukan yakni dengan cara : 
1.   Meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat guna peningkatan 
kesadaran hukum 
2.   Meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna mengurangi pengangguran 
3.   Menambah personil penegak hukum sebagai penegak upaya preventif 
maupun represif. 
4.   Meningkatkan moral penegak hukum guna profesionalisme dalam 
menjalankan tugas dan wewenang yang diemban 
5.   Memperbaiki sistem pengawasan dan administrasi untuk meminimalisir 
penyelewengan.32 
 
B.2.b   Upaya Represif (Tindakan) 
Upaya represif atau biasa disebut dengan upaya penal merupakan upaya 
yang  ditempuh setelah terjadinya suatu kejahatan atau pelanggaran. 
Penanggulangan dengan cara represif artinya dilakukan dengan cara menindak 
secara langsung pelaku tindak pidana sebagai bentuk sanksi terhadap perbuatan 
yang pelaku lakukan.33 
Berbicara mengenai represif atau penindakan otomatis tidak dapat 
dipisahkan dengan serangkaian proses peradilan yang terdiri dari tahap di 
penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan putusan. 
                                                          
31 Romli Atmasasmita, 2010, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Eresco:Bandung, 
halaman 66. 
32 Baharuddin Lopa dan Moch Yamin, 2001, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, 
Alumni:Bandung, halaman 17. 
33  Ibid, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan HP dalam Penanggulangan 
Kejahatan, halaman 55. 
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Penindakan dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni : 
1.   Treatment (Perlakuan) 
Treatment bertujuan agar pelaku tindak pidana dapat menyadari 
kesalahannya dan diharapkan dapat kembali ke masyarakat. Treatment bentuknya 
ada 2 berdasarkan besar kecilnya suatu perbuatan, pertama, treatment yang tidak 
menerapkan sanksi-sanksi, diberikan kepada pelaku yang belum terlanjur 
melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya pun dianggap belum begitu 
berbahaya. Yang kedua, treatment dengan menerapkan sanksi, pemberiannya 
berdasarkan suatu putusan.34 
2.   Punishment (Hukuman) 
Apabila dengan menggunakan cara Treatment tidak dapat dimungkinkan 
melihat dari besar kejahatan yang dilakukan, maka jalan terakhir adalah 
punishment berdasarkan sanksi-sanksi yang disebutkan dalam undang-undang 
yang berlaku.35 Pemberian sanksi terhadap pelaku otomatis melihat dari perbuatan 
yang merujuk pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana didalam undang-
undang. 
 
 
                                                          
34 Abdul Syani, 1989, Sosiologi Kriminalitas, Remadja Karya:Bandung, halama 139. 
35  Baharuddin Lopa dan Moch Yamin , Op.Cit, Masalah Penegakan Hukum dan 
Kebijakan HP dalam Penanggulangan Kejahatan, halaman 55. 
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B.3   Unsur-Unsur dalam Tindak Pidana 
Lamintang mengatakan dalam bukunya Tongat bahwa, mengikuti asas 
yang berlaku dalam hukum pidana, maka seseorang tidak dapat dipersalahkan 
melakukan tindak pidana apabila tindak pidana tersebut belum dirumuskan di 
dalam undang-undang.36 Seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya 
memenui unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan oleh undang-undang. 
“....seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila 
salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan kepada orang tersebut tidak dapat 
dibuktikan. Sebab tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana tersebut 
membawa konsekuensi dakwaan atas tindak pidana tersebut tidak terbukti. 
Sekalipun demikian, batasan normatif tersebut dalam perkembangannya 
mengalami pergeseran, dimana sangat dimungkinkan orang tetap dapat 
dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana berdasarkan nilai-nilai yang hidup 
dalam masyarakat sekalipun perbuatan tersebut tidak secara tegas diatur di dalam 
perangkat normatif atau undang-undang.”37 
Sehingga menurut hemat penulis, seseorang tidak dapat dihukum atas 
perbuatan yang melanggar hukum apabila perbuatan tersebut tidak memenuhi 
unsur-unsur pasal yang telah dirumuskan oleh undang-undang.  
Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :38 
1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia; 
2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-
undang; 
3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum); 
4) Harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan; 
5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat. 
                                                          
36 Tongat, 2015, Hukum Pidana Materiil, UMM Press:Malang, halaman 2. 
37 Ibid, halaman 3. 
38  Ditulis oleh Moeljatno dalam bukunya yang berjudul Perbuatan pidana dan 
Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana yang dikutip oleh Erdianto Effendi, 2011, Hukum 
Pidana Indonesia (suatu pengantar), Refika Aditama: Bandung, halaman 98. 
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Secara umum unsur tindak pidana dibagi menjadi 2, yaitu :  
B.3.a   Unsur Subjektif39 
Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku, seperti 
kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan. Kemampuan bertanggung jawab 
tidak dijelaskan didalam KUHP, tapi KUHP hanya memberi rumusan seseorang 
yang tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya yang diatur dalam pasal 44 
KUHP, yakni karena sebab jiwanya cacat dalam tumbuhnya dan jiwanya 
terganggu karena suatu penyakit. Sedang mengenai unsur kesalahan, terbagi 
menjadi dua yakni kesengajaan (Opzet/dolus) dan ketidak sengajaan (Culpa). 
Untuk lebih jelasnya akan dibahas oleh penulis dalam sub bab berikutnya. 
B.3.b   Unsur Objektif40 
Unsur objektif adalah unsur yang berada diluar dari diri pelaku yang 
berupa, perbuatan, akibat, dan keadaan. “Perbuatan” maksudnya adalah sesuatu 
yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan, contohnya seperti perumusan 
dalam pasal 263 yang unsur objektifnya adalah perbuatan membuat surat palsu 
atau memalsukan surat. Unsur “Akibat” yang dimaksud adalah yang menjadi 
syarat mutlak dalam suatu tindak pidana, contohnya akibat yang dilarang oleh 
undang-undang dalam pasal 263 adalah yang dapat menimbulkan sesuatu hak, 
perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti 
                                                          
39 Tongat, Hukum Pidana Materiil, Op.Cit, halaman 4-5. 
40 Ibid, halaman 3-4. 
32 
 
daripada sesuatu hal. Sedangkan “keadaan” yang dimaksud adalah masalah-
masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. 
B.4   Kesalahan 
Pengertian kesalahan menurut Simons adalah keadaan batin (physic) yang 
tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin (dari si pembuat) 
tersebut dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga si pembuat dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.41 
Kesalahan Psychologisch merupakan “hubungan batin” anatara si pembuat 
dan perbuatannya. Pada “kesengajaan” hubungan batin itu berupa “menghendaki” 
perbuatan (dan akibatnya) dan pada “kealpaan” tidak ada kehendak demikian 
(tidak menghendaki). 42 Sedangkan syarat yang digunakan untuk menentukan 
“kesalahan” ada 3, yaitu : 
B.4.a   Kemampuan Bertanggung Jawab 
Pengertian kemampuan bertanggung jawab menurut Simons adalah suatu 
keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan, adanya penerapan sesuatu 
upaya pemidanaan. Seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, apabila 
jiwanya sehat, yaitu apabila : 
a)   Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari, bahwa perbuatannya 
bertentangan dengan hukum. 
b)   Ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut. 
Syarat ini bersifat komulatif yang artinya keduanya harus ada pada seseorang.43 
                                                          
41  Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, 
Op.Cit, halaman 199. 
42 Ibid, halaman 201. 
43 Ibid, halaman 203. 
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Sedangkan menurut Satochid Kartanegara diperlukan 3 syarat, yaitu :44 
a)   Keadaan jiwa seseorang yang mengerti dan tahu akan nilai perbuatannya 
serta mengerti akan akibat dari perbuatannya. 
b)   Keadaan jiwa seseorang yang dapat menentukan kehendak dari perbuatan 
yang dilakukan. 
c)   Orang tersebut harus sadar bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah 
terlarang baik dari segi hukum, masyarakat, dan kesusilaan. 
Kemampuan bertanggung jawab pula didasari pada keadaan jiwa seseorang 
ketika melakukan suatu perbuatan melawan hukum, hal ini dibagi menjadi 3 
kriteria:45 
a)   Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian. Artinya keadaan jiwa 
seseorang itu dipengaruhi oleh jenis penyakit yang diidap dan kambuh 
dikeadaan tertentu. Contohnya cleptomanie, pyromanie, dan lain-lain. 
b)   Kurang mampu bertanggung jawab. Hal ini hanya dapat dinyatakan oleh 
ahlinya seperti dokter maupun psikolog, namun seseorang itu tetap dianggap 
mampu bertanggung, hanya saja kurang mampu bertanggung jawab menjadi 
hal yang meringankan hukuman pelaku. 
c)   Keadaan mabuk. Keadaan ini yang dianggap tidak dapat bertanggung jawab 
ketika pelaku secara tidak sengaja (bukan atas kehendaknya sendiri) dibuat 
mabuk dengan minum alkohol atau menggunakan narkoba. Tetapi orang 
                                                          
44 Ibid, halaman 205. 
45 Ibid, halaman 209-212. 
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yang mabuk dengan sengaja (atas kehendaknya sendiri) dan melakukan 
tindak pidana dianggap tetap dapat bertanggug jawab atas apa yang ia 
perbuat. 
B.4.b   Kesengajaan dan Kealpaan/Kelalaian 
Dilihat dari bentuknya, kesalahan dibagi menjadi 2 (dua) yakni 
kesengajaan dan kealpaan. Disamping kesalahan dianggap sebagai suatu 
kesengajaan, kesalahan pula dapat diartikan sebagai berikut : 
1) Sifat tercela (umumnya ini merupakan syarat yang tidak tertulis) bagi suatu 
perbuatan yang belum pasti dapat dihukum, tetapi pelakunya sudah dapat 
dicela karena melakukan perbuatan yang tidak terpuji. 
2) Kesalahan dalam arti kecerobohan (adanya niat), jadi dalam hal ini sudah 
terkandung unsur kesengajaan dan kealpaan bersama-sama. Karenanya 
istilah kesalahan disini hanya suatu penamaan saja. 
3) Kealpaan, seperti yang disebut dalam pasal 359 KUHP, yang juga 
diterjemahkan kurang hati-hati.46 
 
a)   Kesengajaan 
Kesengajaan atau opzet diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui 
dari dalam diri seseorang untuk melakukan tindak pidana. 47 kesengajaan dapat 
dikualifikasikan menjadi 3 bentuk, yaitu :48 
                                                          
46  Tulisan BIT Tamba dalam bukunya yang berjudul Kesalahan dan 
Pertanggungjawaban Dokter (dalam melakukan perawatan) yang dikutip oleh Erdianto Effendi, 
2011, Hukum Pidana Indonesia (suatu pengantar), Op.Cit, halaman 120. 
47  Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan , 
Op.Cit, halaman 214. 
48 Ibid, halaman 216-219. 
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(i) Kesengajaan sebagai maksud/tujuan “dolus directus”. Artinya 
kesengajaan yang dimaksud menghendaki untuk melakukan suatu 
“perbuatan” dan menghendaki pula timbul “akibat” dari perbuatan itu. 
(ii) Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan. 
Artinya kesengajaan ini dapat terjadi apabila mempunyai tujuan untuk 
menimbulkan akibat tertentu, dan pelaku sadar apabila melakukan 
perbuatan itu pasti akan menimbulkan akibat yang lain pula (sadar akan 
kepastian). 
(iii) Kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan atau kesengajaan dengan 
syarat. Artinya kesengajaan yang terjadi dengan tujuan tertentu dapat 
menimbulkan akibat tertentu, serta perbuatan itu mungkin dapat 
menimbulkan akibat yang lain pula yang tidak dikehendaki pelaku (sadar 
akan kemungkinan). 
b)   Kealpaan49 
Pengertian kelalaian tidak dirumuskan dan diterangkan secara jelas dalam 
undang undang, melainkan hanya melalui doktrin. Secara doktrin ada 2 syarat 
yang harus dipenuhi, yaitu : 
(i) Tidak adanya “kehati-hatian” yang diperlukan atau tidak adanya ketelitian 
yang diperlukan. 
Syarat diatas yang harus dibuktikan dari dalam diri pelaku adalah bahwa ia 
tidak berbuat secara hati-hati. Syarat ini ditujukan pada kealpaan terhadap 
                                                          
49 Ibid, halaman 249-252. 
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“perbuatan”, bukan terhadap “akibatnya”. Biasanya dirumuskan dalam tindak 
pidana formil. 
(ii) Adanya “akibat” yang dapat diduga sebelumnya. 
Syarat diatas yang harus dapat dibuktikan dari dalam diri pelaku yakni 
bahwa pelaku dapat menduga akan timbulnya “akibat” bukan terhadap 
“perbuatannya”. Biasanya dirumuskan dalam tindak pidana materiil. 
B.4.c   Alasan Pemaaf50 
Tidak adanya alasan penghapusan “kesalahan” atau alasan pemaaf adalah 
alasan penghapusan kesalahan terdakwa. Seseorang yang melakukan tindak 
pidana dan dianggap bersalah, namun kesalahannya dimaafkan tetapi 
perbuatannya tetap dianggap sebagai suatu tindak pidana, harus memenuhi alasan-
alasan sebagai berikut : 
a)   Tidak mampu bertanggung jawab (diatur dalam pasal 44 KUHP) 
Tidak mampu bertanggung jawab artinya seperti yang telah penulis 
jelaskan di sub bab bagian atas. 
b)   Daya paksa (diatur dalam pasal 48 KUHP) 
Keadaan dimana seseorang dipaksa berbuat suatu perbutan dengan cara 
mengancam dengan cara kekerasan, sehingga orang itu melakukan perbuatan 
tindak pidana tersebut namun bukan kehendak dari orang tersebut. 
                                                          
50 Ibid, halaman 267-268. 
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c)   Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (diatur dalam pasal 49 ayat (2) 
KUHP) 
Seseorang melakukan pembelaan atas dirinya atau orang lain yang 
mengakibatkan matinya atau lukanya pelaku kejahatan tersebut. 
d)   Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (diatur 
dalam pasal 51 ayat (2) KUHP) 
Sebagai contoh Seorang Komisaris Polisi memerintahkan kepada 
bawahannya untuk menangkap seorang tersangka, ternyata orang yang dijadikan 
tersangka itu tidak bersalah. 
Ada alasan lain yang dapat menghapuskan “kesalahan”, yakni alasan 
pembenar. Artinya perbuatan itu dibenarkan dan dianggap sah oleh undang-
undang. Alasannya hampir sama dengan alasan pemaaf, yakni : 
a)   Pembelaan Terpaksa  (diatur dalam Pasal 49 (1) KUHP) 
b)   Melaksanakan perintah undang-undang (diatur dalam pasal 50 KUHP) 
c)   Melaksanakan Perintah Jabatan (diatur dalam Pasal 51 (1) KUHP 
d)   Daya Paksa (diatur dalam pasal 48 KUHP) 
Dalam hukum pidana yang dapat menghapuskan pidana dibedakan 
menjadi 3, yakni:51 
a) Alasan pembenar : yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan 
hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu 
menjadi perbuatan yang patut dan benar. 
                                                          
51 Moeljatno,  Asas-Asas Hukum Pidana (edisi revisi), Op.Cit, halaman 148.  
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b) Alasan pemaaf : yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. 
Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum 
jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena 
tidak ada kesalahan. 
c) Alasan penghapusan penuntutan : .....pemerintah menganggap bahwa atas 
dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak 
diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangannya adalah kepentingan 
umum. 
Ketiga alasan-alasan diatas juga termasuk dalam isi pasal 48-51 KUHP 
tentang alasan-alasan penghapusan pidana. 
B.5   Tinjauan Umum Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat  
Pasal 263 terdiri dari 2 ayat yang berbunyi, 
(1)  Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau 
yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan 
maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat 
tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika 
pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan 
surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. 
(2)  Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja 
memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika 
pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. 
Unsur-unsur dalam ayat (1) adalah, 
a)   Unsur subjektif : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh 
orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak 
dipalsu. 
b)   Unsur objektif :  
Perbuatan : membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 
menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang 
diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal. 
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Objek : pemalsuan surat 
Akibat : menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat. 
Sedangkan unsur dalam ayat (2) adalah, 
a)   Unsur subjektif : dengan sengaja 
b)   Unsur objektif :  
Perbuatan : memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah 
sejati. 
Objek : pemalsuan surat 
Akibat :  jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.52 
R. Susilo menjelaskan dalam bukunya bahwa surat yang dimaksud adalah 
segala surat, baik yang tertulis menggunakan komputer, tulis tangan, maupun 
menggunakan mesin tik. Adapun bentuk-bentuk dari pemalsuan surat adalah : 
a)   Perbuatan memalsukan surat harus dengan maksud untuk menggunakan 
atau menyuruh orang lain seolah-olah surat tersebut asli. 
b)   Harus menimbulkan kerugian. 
c)   Memalsukan tanda tangan juga termasuk dalam pemalsuan surat. 
d)   Begitu pula dengan penempelan foto palsu atau yang bukan milik asliya.53 
                                                          
52  Skripsi dari Unila, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat, 
http://digilib.unila.ac.id/5124/11/BAB%20II.pdf, halaman 22-23, access 23 Oktober 2017. 
53  Hukum online, Unsur Pidana dan Bentuk Pemalsuan Dokumen, dalam 
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54340fa96fb6c/, access 23 Oktober 2017. 
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Dapat disimpulkan bahwa delik pemalsuan surat merupakan tindak pidana 
dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan 
Transaksi Elektronik, Letak kekhususannya terletak pada bidang dan sarananya, 
pemalsuan surat terletak pada objek tulisan diatas lembaran kertas (sarananya), 
sedangkan pemalsuan dibidang ITE objeknya bukan hanya sebatas tulisan saja, 
melainkan termasuk foto, video, dan sarana/medianya bukan kertas, tetapi media 
sistem elektronik (cyber space).54 
C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan 
Transaksi Elektronik 
Undang-undang ini lahir sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para 
pelaku Cybercrime sebagai akibat dari kriminalisasi dalam kejahatan informasi 
dan transaksi elektronik. Karakter dari jaringan maya tidak memungkinkan suatu 
negara untuk menghindari dari persentuhan nilai khusus dari tiap negara, dan hal 
ini jelas menyulitkan kriminalisasi dalam perspektif nasional. Cybercrime 
merupakan suatu kejahatan dengan media elektronik dan komunikasi yang 
dilakukan secara tertulis maupun lisan. 55  Dan cybercrime merupakan bentuk 
dampak negatif dari perkembangan teknologi komputer yang rentan terhadap 
perilaku kriminal.56 
                                                          
54  Adami dan Ferdian, 2015, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik 
(Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi 
Elektronik) (edisi revisi), Media Nusa Creative , halaman 200. 
55 Amirulloh, op.cit, halaman 20. 
56 Ibid, halaman 21. 
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Secara umum substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik terdiri dari 13 Bab dan 54 pasal yang 
mengatur kegiata cyber space di Indonesia, dan aspek yang diatur yakni :57 
 a. Aspek yurisdiksi yang diperluas karena transaksi elektronik karakteristiknya 
lintas teritorial; 
 b. Aspek pembuktian elektronik; 
 c. Aspek informasi dan perlindungan konsumen; 
 d. Aspek tanda tangan elektronik; 
 e. Aspek keamanan terhadap tanda tangan elektronik; 
 f. Aspek penyelenggara sertifikasi elektronik; 
 g. Aspek tanda tangan digital; 
 h. Aspek transaksi elektronik; 
 i. Aspek nama domain yang dilindungi Hak Kekayaan Intelektual; 
 j. Aspek perlindungan Privacy; 
 k. Aspek peran Pemerintah dan masyarakat; 
 l. Aspek perlindungan kepentingan umum; 
 m. Aspek perbuatan yang dilarang. Dan hal ini menjadi delik dalam Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur dalam BAB VII 
tentang Perbuatan yang Dilarang dalam pasal 27-37. 
Sehingga menurut penulis, secara garis besar Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik substansinya berisi 
aktifitas yang dilakukan menggunakan media elektronik baik dalam segala bidang, 
seperti keamanan, perlindungan, transaksi, dan lain-lain. 
C.1   Karakteristik Kejahatan Mayantara 
Karakteristik merupakan hal yang mendasar dalam menggolongkan 
apakah suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan mayantara ataukah 
bukan. Sehingga karakteristik sangat perlu diperhatikan khususnya sebagai tolak 
ukur suau perbuatan dapat dimasukkan dalam kejahatan mayantara ataukah tidak. 
                                                          
57 Raida L. Tobing, 2012, Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik, , Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan 
Ham RI, halaman 50-52. 
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Mas Wigranto dan Mirna Dian memaparkan karakteristik dari cybercrime 
dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk, yakni :58 
1.   Unauthorized Access to Computer System and Service 
Kejahatan yang dilakukan dengan cara mengakses komputer atau jaringan 
komputer seseorang dengan tanpa hak, dan tanpa izin dari pemilik. 
2.   Illegal Contents 
Kejahatan yang dilakukan dengan cara memasukkan data atau informasi 
ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum, 
dan mengganggu ketertiban umum. 
3.   Data Forgery 
Kejahatan dengan cara memalsukan data pada dokumen penting yang 
tersimpan sebagai sriptless document melalui jaringan internet. 
4.   Cyber Espionage 
Kejahatan yang dilakukan dengan cara memasuki sistem jaringan 
komputer milik orang lain yang bertujuan untuk memata-matai orang 
tersebut. 
5.   Cyber Sabotage and Extortion 
Kejahatan yang dilakukan dengan cara membuat gangguan, penghancuran, 
pengrusakan terhadap program komputer, data, atau sistem jaringan 
komputer yang terhubung dengan internet. 
6.   Offense Againts Intellectual Property 
Kejahatan ini dilakukan untuk menyerang hak atas kekayaan intelektual 
yang dimiliki seseorang di internet. Seperti konten atau foto yang ada pada 
web page seseorang yang diakses secara ilegal. 
7.   Infringements of Privacy 
Kejahatan yang dilakukan terhadap informasi pribadi milik seseorang yang 
bersifat rahasia dan pribadi, yang apabila diketahui oleh orang lain akan 
menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil. Seperti nomor pin 
ATM, nomor kartu kredit, dan lain-lain. 
Karakteristik diatas digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan 
apakah suatu kejahatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan mayantara (Cyber 
Crime). Menurut penulis jika melihat karakteristik diatas maka penyebaran 
informasi palsu dengan cara memanipulasi dapat masuk karakteristik Offense 
                                                          
58  Mas Wigranto Roes Setiyadi dan Mirna Dian Avanti Siregar, Naskah Akademik 
Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi, Global Internet 
Policy Initiative-Indonesia bekerja sama dengan Indonesia Media Law And Policy Center, 
November, 2003, halaman 25, dalam http://www.gipi.or.id/download/naskah%20Akademik, 
access 3 Oktober 2017. 
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Againts Intellectual Property dan Illegal Contents yang mengganggu ketertiban 
umum dengan menimbulkan keresahan masyarakat. 
C.2   Tinjauan Umum Informasi Elektronik 
Pengertian Informasi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik yakni, 
“Keterangan, pernyataan, gagasan, serta tanda-tanda yang mengandung 
nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat 
dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format 
sesuai dengan perkembangan teknologi informasi serta komunikasi secara 
elektronik ataupun nonelektronik.” 
Gordon B. Davis (1999: 28) juga memberikan definisi. Menurutnya, 
informasi dari sudut pandang sistem informasi adalah data yang telah diolah 
menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam 
mengambil keputusan saat ini atau mendatang. Di samping itu, dalam Oxford 
English Dictionary, dijabarkan informasi sebagai sesuatu yang dapat 
diberitahukan atau dijelaskan (that of which is apprised or told), keterangan 
(intelligence), dan berita (news) (Zorkoczy, 1998: 9). Berita, menurut Arifin 
(1997), adalah informasi yang menarik, penting, dan belum pernah didengar.59 
Jadi informasi menurut penulis adalah pernyataan yang mengandung 
makna, nilai, dan pesan, baik secara lisan maupun tulisan, digunakan untuk 
berkomunikasi secara elektronik maupun non elektronik. 
Sedangkan pengertian Informasi Elektronik menurut pasal 1 angka 1 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi 
Elektronik adalah,  
“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, 
electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, 
                                                          
59 Sri, Nurdien, Kistanto, Amin, Pengantar Konsep Informasi, Data,dan Pengetahuan, 
dalam  http://repository.ut.ac.id/4042/1/ASIP4204-M1.pdf, halaman 1.5, accesss 21 Oktober 2017. 
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teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau 
perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang 
yang mampu memahaminya.” 
Dengan demikian Informasi Elektronik adalah informasi yang diolah, 
diterima, dan diolah secara elektronik, namun tidak terbatas pada electronic data 
interchange, e-mail, telegram, telek atau facsimile.60 
Pemanfaatan Informasi Elektronik sungguh sangat dirasa, seperti 
penggunaan e-mail yang memudahkan seseorang untuk berkomunikasi secara 
cepat, melintasi wilayah baik lokal, regional, bahkan internasional. Cara 
berkomunikasi pun kian bergeser menggunakan media sosial seperti whatsapp, 
instagram, line, facebook, dan lain-lain yang sedang digandrungi masyarakat 
Indonesia saat ini.61 
C.3   Pengaturan Tentang Penyebaran Informasi dalam Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
Pengaturan mengenai penyebaran informasi dalam Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam 
pasal 6 dan pasal 7. 
Pasal 6 menyatakan, 
“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat 
(4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang 
informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin 
                                                          
60 Raida L. Tobing, 2012, Op.Cit, halaman 12. 
61 Ibid, halaman 20. 
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keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu 
keadaan.” 
Pasal 5 ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan mengenai informasi elektronik 
dan/atau dokumen elktronik merupakan alat bukti hukum yang sah, namun tidak 
berlaku apabila berdasarkan undang-undang surat harus dibuat dalam bentuk 
tertulis dan dibuat dalam bentuk akta notariil. 
 Pasal 6 tersebut juga menjelaskan bahwasannya segala informasi yang ada 
baik dalam berbentuk elektronik maupun tertulis dianggap sah apabila dapat 
diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, serta dapat dipertanggungjawabkan 
guna menerangkan suatu keadaan. 
Penjelasan dalam pasal 6 menyebutkan, 
”Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen 
yang tertuang diatas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau 
dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. 
Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak 
relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi 
dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat 
dibedakan lagi dari salinannya.” 
Sehingga penulis berpendapat berdasar penjelasan Pasal 6 tersebut 
informasi dan/atau data dengan informasi elektronik dan/atau data elektronik 
setelah lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik, tidak lagi dibedakan asli atau tidaknya, karena sistem 
elektronik bekerja dengan cara penggandaan yang akibatnya informasi asli tidak 
dapat dibedakan lagi salinannya.  
Pasal 7 menyatakan, 
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“Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau 
menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang 
memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.” 
Dapat dikatakan bahwasannya suatu informasi dan/atau dokumen 
elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak. 
C.4   Tinjauan Umum Transaksi Elektronik 
Pengertian Transaksi Elektronik menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 
adalah, 
“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan 
menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” 
Transaksi Elektronik diatur dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sebagai 
berikut : 
 a. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup 
publik dan privat. 
 b. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana diatas wajib 
beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi 
elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. 
Dalam penjelasan pasal 17 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 
2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik diatas, memberikan peluang 
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terhadap pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggara negara, orang, 
badan usaha, dan/atau masyarakat. Pemanfaatannya harus dilakukan secara baik, 
bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien, agar dapat diperoleh manfaat 
yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.62 
Perubahan gaya hidup yang didukung dengan kecanggihan teknologi, diikuti 
pula berkembangnya sistem informasi melalui internet, orang tidak perlu lagi 
belanja susah kesana kemari untuk mencari baju misalnya. Jual-beli yang semula 
harus dilakukan dengan tatap muka secara langsung antara penjual dengan 
pembeli, kini tidak diperlukan lagi, jual-beli dewasa ini bergeser menggunakan 
sistem online tanpa harus bertemu atau bertatap muka secara langsung antara 
penjual dengan pembeli. Oleh karena itu, kini berkembang pula e-commerce 
perusahaan yang menaungi atau menampung para penjual yang ingin berdagang 
melalui online. Cara pembayaran dilakukan dengan cara pembeli mentransfer 
uang yang telah disepakati melalui rekening bank si penjual, lalu penjual 
mengirim barangnya melalui jasa pengiriman. Transaksi antara pembeli dan 
penjual itu terjadi menggunakan transaksi elektronik, seperti smartphone, 
komputer, dan lain-lain. Transaksi elektronik disini tidak terbatas hanya dalam 
penggunaan internet saja, melainkan dengan cara mengirim pesan singkat melalui 
handphone itu saja sudah termasuk transaksi melalui elektronik. 
C.5   Tinjauan Umum “Manipulasi” 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia manipulasi adalah perbutan 
dalam artian buruk/negatif, perbuatan curang atau perbuatan tidak baik terhadap 
suatu objek dengan maksud yang tidak baik pula. Tujuannya agar Informasi 
                                                          
62 Ibid, halaman 23. 
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Elektronik dan Data Elektronik dianggap seolah-olah benar, padahal 
sesungguhnya tidak benar. Perbuatan manipulasi hanya dapat dilakukan terhadap 
Informasi dan Data Elektronik yang sudah ada, bukan yang belum ada.63 
Jadi penulis mengartikan manipulasi adalah perbuatan merubah suatu 
objek dengan maksud jahat atau negatif terhadap informasi dan/atau data 
elektronik. Karakteristik suatu perbuatan dapat dikatakan manipulasi adalah 
sebagai berikut : 64 
 a. Dilakukan dengan sengaja;  
Kesengajaan haruslah dapat dibuktikan bahwa pembuat “menghendaki” 
dilakukan tindak pidana tersebut, pembuat mengetahui dan menyadari bahwa 
perbuatan yang ia lakukan adalah melawan hukum.65 
 b. Mengandung ketidakpastian; 
Artinya sebuah informasi ataupun berita yag dimanipulasi tidak jelas 
kebenaran dari isinya.  
 c. Dilakukan terhadap Informasi dan Data Elektronik yang sudah ada; 
Manipulasi dilakukan terhadap informasi dan data elektronik yang sudah ada, 
apabila dilakukan terhadap informasi dan data elektronik yang belum ada 
maka ia melakukan “penciptaan” (menjadikan sesuatu yang baru).66 
 d. Dilakukan dengan tujuan yang jahat/tidak baik; 
                                                          
63 Adami dan Ferdian,  Op.Cit, halaman 196-197. 
64 Kaku, JP 1996, Pendekatan teoritis untuk Studi Komunikasi Menipu:. Comments on 
Teori Deception Interpersonal Komunikasi Teori,  halaman 289-296. 
65 Adami dan Ferdian, Op.Cit, halaman 16. 
66 Ibid, halaman 197. 
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Sifat perbuatan “merubah” dengan “manipulasi” itu sama yakni membuat 
Informasi dan data elektronik lain dari yang sebenarnya (yang asli), tapi juga 
mengandung sifat yang berbeda pula. Dalam “manipulasi” terkandung sifat 
jahat (negatif), sedangkan “merubah” tidak mengandung konotasi jahat.67 
 e. Perbuatan: penambahan, persembunyian, penghilangan atau pengkaburan. 
Perbuatan yang dilakukan terhadap objeknya yang di manipulasi dengan cara 
penambahan, persembunyian, penghilangan atau pengkaburan yang dibuat 
seolah informasi dan/atau data elektronik tersebut adalah asli. 
C.6   Tinjauan Umum Informasi Palsu 
Informasi tidak dapat dipisahkan dengan apa yang dinamakan data. Data 
adalah fenomena, fakta, berita, kejadian, dan lain-lain yang dapat diolah dan/atau 
diproses berdasarkan prosedur tertentu yang pada akhirnya menghasilkan sebuah 
informasi. Data dapat berupa gambar, tulisan, angka, kata, kalimat, ukuran, 
simbol, tanda, yang belum sempurna atau ciri informatif sehingga diperlukan 
pengolahan.68 
C.6.a   Pengertian Informasi Palsu 
Arti “Informasi” menurut KBBI yakni  pemberitahuan; kabar atau berita 
tentang sesuatu. Pengertian “Informasi” menurut ahli yakni 
menyatakan informasi sebagai hasil dari pengolahan data kedalam bentuk yang 
                                                          
67 Ibid, halaman 198. 
68  Deni Darmawan, Mengenal Teknologi Informasi, dalam 
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._KURIKULUM_DAN_TEK._PENDIDIKAN/19711128198
021-DENI_DARMAWAN/FILOSOFIS_TEKNOLOGI_INFORMASI_DAN_KOMUNIKASI.pdf, 
access 13 November 2017, halaman 1. 
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lebih bermakna dan bermanfaat bagi penerimanya dan menggambarkan suatu 
peristiwa atau kejadian nyata (tidak fiktif) yang dapat digunakan sebagai acuan 
pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Barry B. Sookman dalam bukunya 
yang berjudul Computer, Internet, and Electronic Commerce Term: Judicial, 
Legislave, and Technical Definitions mengemukakan bahwa konsep “informasi” 
ini cukup luas, perintah atau serangkaian perintah saja dapat dimaknai sebagai 
“Informasi”.69 Arti “Palsu” menurut KBBI yakni tidak tulen; tidak sah; tiruan; 
curang; tidak jujur. Jadi informasi palsu adalah berbentuk dokumen atau lisan 
yang tidak sesuai dengan fakta (fiktif).70 
Sehingga menurut penulis informasi palsu adalah pernyataan yang 
mengandung makna, nilai, dan pesan, baik secara lisan maupun tulisan, digunakan 
untuk berkomunikasi secara elektronik maupun non elektronik yang isinya 
mengandung ketidak benaran (tidak sesuai dengan aslinya). 
C.6.b   Karakteristik Informasi Palsu 
Karakteristik suatu informasi dikatakan sebagai Informasi palsu adalah 
sebagai berikut : 71 
 a. Informasi yang dibuat untuk kepentingan tertentu dan disebarluaskan 
dengan tujuan tertentu pula. 
Tujuan yang dimaksud adalah mengarah kepada hal yang tidak baik. 
 b. Infomasi dibuat atau disebarkan oleh orang atau media yang tidak 
profesional. 
 c. Informasi yang disebarkan tidak dapat dipertanggung jawabkan isi dari 
kebenarannya. 
                                                          
69 Menurut Jogiyanto HM.: 1999 yang dikutip oleh Raida L. Tobing, op.cit, halaman 11. 
70 Penjelasan umum UUPLH 2009 Pasal 113. 
71  Ardi Ferdian, 2016, HARMONISASI PENGATURAN TINDAK PIDANA KHUSUS 
YANG OBJEKNYA TULISAN DAN BERITA YANG ISINYA PALSU, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 
1 No. 1, halaman 33. 
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Bentuk konvensional dari informasi palsu yang disebarkan melalui 
transaksi elektronik adalah pemalsuan surat yang tertuang dalam pasal 263 KUHP. 
Letak kekhususannya terletak pada bidang dan sarananya, pemalsuan surat 
terletak pada objek tulisan diatas lembaran kertas (sarananya), sedangkan 
pemalsuan dibidang ITE objeknya bukan hanya sebatas tulisan saja, melainkan 
termasuk foto, video, dan sarana/medianya bukan kertas, tetapi media sistem 
elektronik (cyber space).72 
 Semua delik pemalsuan surat adalah delik kesengajaan, dan tidak ada 
delik kelalaian.73 Kerugian dalam delik pemalsuan surat tidak harus kerugian yang 
bersifat materil saja, melainkan kepentingan masyarakatnya juga dirugikan.74 
C.6.c   Pengaturan Tentang Informasi Palsu dalam Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi 
Elektronik diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37. Khusus yang menjadi 
pembahasan penulis adalah mengenai delik pasal yang mengatur dan masih 
berhubungan dengan penyebaran informasi, yakni : 
1 .  Pasal 27 ayat (3)  menyatakan, 
                                                          
72 Adami dan Ferdian, Op.Cit, halaman 200. 
73 Andi Hamzah, 2010, Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Pusat 
Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti: Jakarta, halaman 146. 
74 Ibid, halaman 148. 
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“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau 
pencemaran nama baik.” 
Pasal diatas masih sangat berhubungan dengan pasal 35 khususnya dalam 
unsur manipulasi. Sebagai contoh seseorang mengambil foto artis di internet yang 
semula tidak telanjang lalu oleh pelaku di manipulasi foto tersebut menjadi 
telanjang kemudian ia sebarkan di internet dan dilihat oleh semua orang, orang-
orang tersebut jelas mengira bahwa informasi mengenai artis yang telanjang itu 
adalah benar, sehingga artis (korban) merasa tidak pernah foto telanjang dan 
merasa nama baiknya sedang dicemarkan.75 
Namun penulis tidak menggunakan pasal ini karena unsur “penghinaan” 
dan/atau “pencemaran nama baik” yang mana itu menyerang harga diri atau 
harkat-martabat seseorang (pribadi) di kalangan masyarakat.76 
Karena yang menjadi penelitian penulis adalah akibat yang ditimbulkan 
yakni masalah keresahan masyarakat secara umum (luas) maka penulis 
menggunakan penerapan pasal 35. 
2 .  Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) 
Ayat (1) menyatakan, 
                                                          
75 Adami dan Ferdian, Op.Cit, halaman 197. 
76 Ibid, halaman 78. 
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“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong 
dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi 
Elektronik.” 
 Ayat (2) menyatakan, 
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang 
ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau 
kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan 
antargolongan (SARA).” 
Dalam pasal 28 ayat (1) sebenarnya lebih tepat bila digunakan untuk 
menjerat pelaku penyebaran informasi palsu, karena informasi merupakan bagian 
dari berita pula. Namun pasal ini lebih tepat diperuntukkan untuk perlindungan 
konsumen, harus ada bentuk kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Si 
pembuat sadar terhadap apa yang dilakukan itu tidak benar (melawan hukum), dan 
mengerti bahwa berita yang ia sebarkan adalah tidak benar dan menimbulkan 
kerugian bagi konsumen transaksi elektronik.77  
Bentuk konvensionalnya seperti penipuan jual-beli online, dimana 
pembuat/pelaku memberikan informasi serta menjual produk yang tidak sesuai 
gambar atau keterangannya. Sehingga penulis berpendapat bahwa pasal ini kurang 
pas apabila digunakan untuk menjerat pelaku manipulasi informasi yang 
                                                          
77 Ibid, halaman 129. 
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meresahkan masyarakat umum, karena konsumen merujuk kepada perseorangan 
(individu) pula. 
Pasal 28 ayat (2) juga merupakan akibat dari suatu manipulasi informasi 
namun konteksnya menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau 
antar golongan mengenai SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Rasa 
kebencian atau permusuhan harus dapat dibuktikan tidak hanya kebencian yang 
dipendam dalam hati atau batin saja. 
Pasal ini kurang tepat pula apabila diterapkan melihat dengan contoh kasus 
yang telah penulis uraikan di latar belakang. Benar apabila pasal ini menyangkut 
keresahan masyarakat umun, namun unsur lain yang harus terpenuhi adalah 
SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan), sedangkan contoh informasi yang 
panulis uraikan di latar belakang tidak menyangkut SARA sehingga tidak pas 
apabila menggunakan pasal 28 ayat (2) ini. 
3 .  Pasal 35 menyatakan,  
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan 
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi 
elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik.” 
Bentuk konvensionalnya adalah pemalsuan surat yang tertuang dalam 
pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini lebih tepat 
apabila digunakan dalam menjerat penyebaran informasi palsu khususnya yang 
meresahkan masyarakat atau kepentingan umum yang dikeluarkan 
mengatasnamakan instansi yang berwenang atau lembaga yang berwenang tanpa 
adanya aduan terlebih dahulu. 
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C.7.d  Jenis-jenis Informasi Palsu 
Jenis-jenis informasi palsu dapat dilihat dari pengaturan pasal yang 
mengatur tentang informasi palsu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni :78 
1 .  Informasi palsu yang memuat tentang penghinaan dan pencemaran nama 
baik 
Hal ini diatur dalam pasal 27 ayat 3, yang menyatakan : 
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau 
pencemaran nama baik.” 
Sebagai contoh seseorang mengambil foto artis di internet yang semula 
tidak telanjang lalu oleh pelaku di manipulasi foto tersebut menjadi telanjang 
kemudian ia sebarkan di internet dan dilihat oleh semua orang, orang-orang 
tersebut jelas mengira bahwa informasi mengenai artis yang telanjang itu adalah 
benar, sehingga artis (korban) merasa tidak pernah foto telanjang dan merasa 
nama baiknya sedang dicemarkan.79 
2 .  Informasi palsu yang menimbulkan kerugian konsumen 
                                                          
78 Yusuf Randi, 2000, Proteksi terhadap kriminalitas dalam bidang komputer, Refika 
Aditama:Bandung, halaman 80-83. 
79 Adami dan Ferdian, Op.Cit, halaman 197. 
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Diatur dalam pasal 28 ayat (1), yang menyatakan : 
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong 
dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi 
Elektronik.” 
Pasal ini diperuntukkan untuk perlindungan konsumen, harus ada bentuk 
kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Si pembuat sadar terhadap apa 
yang dilakukan itu tidak benar (melawan hukum), dan mengerti bahwa berita yang 
ia sebarkan adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian bagi konsumen 
transaksi elektronik.80  
Bentuk konvensionalnya seperti penipuan jual-beli online, dimana 
pembuat/pelaku memberikan informasi serta menjual produk yang tidak sesuai 
gambar atau keterangannya. Sehingga penulis berpendapat bahwa pasal ini kurang 
pas apabila digunakan untuk menjerat pelaku manipulasi informasi yang 
meresahkan masyarakat umum, karena konsumen merujuk kepada perseorangan 
(individu) pula. 
3 .  Informasi palsu yang memuat konten SARA (Suku, Agama, Ras, Antar 
Golongan) 
Jenis informasi palsu yang ketiga diatur dalam pasal 28 ayat (2), yang 
menyatakan : 
                                                          
80 Ibid, halaman 129. 
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“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang 
ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau 
kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan 
antargolongan (SARA).” 
Pasal 28 ayat (2) juga merupakan akibat dari suatu manipulasi informasi 
namun konteksnya menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau 
antar golongan mengenai SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Rasa 
kebencian atau permusuhan harus dapat dibuktikan tidak hanya kebencian yang 
dipendam dalam hati atau batin saja.81 
4 .  Informasi palsu yang menimbulkan kerusakan informasi elektronik 
dan/atau dokumen elektronik 
Ini diatur dalam pasal 35, yang menyatakan : 
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan 
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi 
elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik.” 
Pasal ini digunakan dalam menjerat penyebaran informasi palsu khususnya 
yang meresahkan masyarakat atau kepentingan umum yang dikeluarkan 
mengatasnamakan instansi yang berwenang atau lembaga yang berwenang tanpa 
adanya aduan terlebih dahulu. 
                                                          
81 Ibid, halaman 129.  
